Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Implementasi otonomi daerah di Kota Depok : studi tentang penataan
kewenangan, kel emb%aﬁn dan kepegawaian pada pemerintah daerah
kota Depok, propinsi aBarat

Fujiartanto, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=76018& |okasi=|okal

Dalam rangka pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat krisis, Pemerintah menerapkan
kebijakan reformasi bidang pembangunan dan pemerintahan, diantaranya melalui ditetapkannya UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai konsekuensi, daerah otonom (termasuk Kota Depok
yang ditetapkan melalui UU No. 15 Tahun 1999) perlu melakukan penataan elemen utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yang terintegrasi membentuk pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan
fungsinya secara politis dan administratif, meliputi: (a) adanya kewenangan daerah, (b) dibentuknya
perangkat daerah, (c) tertatanya persona (pegawat), (d) tersedianya dukungan keuangan daerah, (€)
berfungsinya unsur perwakilan rakyat, dan (f) peningkatan penerapan menajemen pelayanan publik.
Mengingat cakupan masing-masing elemen sangat luas, maka dalam penelitian ini hanya membatasi tiga
aspek (penataan kewenangan daerah, penataan perangkat daerah, dan penataan pegawal daerah), yang
diharapkan dapat menghasilkan gambaran representatif kesiapan Pemerintah Daerah K ota Depok
mengimplementasikan otonomi daerah.

Oleh karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terfokus pelaksanaan penataan
kewenangan daerah, penataan perangkat daerah, dan penataan pegawai daerah, maka penelitian ini bersifat
deskriptif anatisis, dengan pendekatan kualitatif dan dilakukan melalui survey lapangan. Teknik interview
dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder, dan pengolahan serta
analisisnya dilakukan melalui langkah-langkah: pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan
penyimpulan. lingkup pembahasannya, dengan menerapkan pendekatan campuran, antara pndekatan
konseptual dan pendekatan kebijakan pemerintah dalam peraturan perundangan.

Dalam penelitian menerapkan berbaga konsep dan kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, kewenangan,
penataan organisasi, dan personal. Berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, penelitian ini
memfokuskan tataran pada ketersediaan sumber daya (kewenangan), karakteristik institusi Implementasi
(unit organisasi dan penataan personal). Dengan demikian, hasil penelitian tentang Implementasi otonomi
daerah belum sampai padatingkat masyarakat tetapi hanya pada tingkat suprastruktur pemerintahan
daerah..Sehingga melalui pendeskripsian pelaksanaan penataan kewenangan daerah, perangkat daerah, dan
kepegawai an daerah memberikan gambaran tentang kesiapan Kota Depok mengimplementasi otonomi
daerah.

Sebagal implikas ditetapkannya, Kota Depok sebaga daerah otonom melalui UU No. 15 Tahun 1999, maka
dalam implementasinya, Pemerintah Daerah Kota Depok menetapkan "enam pilar pembangunan” sebagai
kebijakan penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diarahkan guna mencapai visi dan misi Kota
Depok. Pertama, kebijakan penataan kewenangan diarahkan pada pendesentralisasian kewenangan ke
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Kecamatan dan Kelurahan. Pemahaman kewenangan yang abstrak menghambat pendel egasian
wewenangan. Sesuai dengan Perda Kota Depok No. 46 Tahun 2000, menetapkan 22 bidang kewenangan,
166 sub bidang kewenangan, dan 1.511 rindan kewenangan. Pemerintah telah mengakul kewenangan
melalui Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002, disertai dengan beberapa catatan verifikasi. Kedua,
kebijakan penataan perangkat daerah diarahkan pada penyusunan perangkat daerah yang ramping dan kaya
fungsi. Pelaksanaannya, diinformasikan telah mempertimbangkan kewenangan daerah, kebutuhan dan
karakteristik daerah, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya manusia, serta disesualkan visi
dan misi Kota Depok.

Berdasarkan Perda Kota Depok No. 47 Tahun 2000 dan Perda Kota Depok No. 48 Tahun 2000, perangkat
daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas, 3 UPTD, 1 Cabang Dinas, dan 6
Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), 6 Kecamatan dan 37 Kelurahan. Namun, dengan ditetapkannya PP
No. 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah akan menata kembali perangkat daerah. Ketiga, kebijakan penataan
pegawai diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai. Telah dilakukan penataan staf 5.964
orang (termasuk dalam jabatan struktural 390 orang), pengembangan pegawai, mutasi, dan penegakkan
disiplin pegawai. Dengan dltetapkannya PP No. 9 Tahun 2003, pemerintah daerah akan menata kembali
pegawal daerah dengan mengadopsi pola nasional.

Hasil analisa menunjukan bahwa: kebijakan "enam pilar pembangunan” sebagal kebijakan penataan

penyel enggaraan pemerintahan daerah belum konsisten dengan visi dan misi Kota Depok. Pertama, dalam
mengidentifikasi kewenangan untuk didel egasikan ke Kecamatan dan Kelurahan, serta diserahkan pada
Propinsi, masih mengacu pada kewenangan dari Departeman/LPND, bukan pada Perda Kota Depok No. 46
Tahun 2000, sehingga pel aksanannyatidak konslsten. Penataan bidang kewenangan "Daerah Kota' belum
dilakukan, masih terdapat adanya overlapping antar bidang kewenangan; cenderung mempersamakan antara
sub bidang, dan rindan kewenangan dengan suatu kegiatan/aktivitas; serta pel aksanan penataan kewenangan
tidak melakukan need assessment Dengan adanya verifikasi, Pemerintah Daerah belum melakukan
penyempumaan kewenangan dan rnenyampaikan kepada Pemerintah. Kedua, mengacu pada Kepmendagri
dan Otda No. 50 Tahun 2000, menunjukan bahwa organlsasi perangkat daerah Kota Depok memiliki
struktur lebih ramping. Namun demiklan, dalam pelakanaan penataan, pembentukan organisasl perangkat
daerah belum rnemperhatikan kewenangan daerah, kebutuhan/karakterlstik daerah, kemampuan keuangan
dan ketersediaan sumber daya manusia, dan belum sesual visi dan misi Kota Depok.



